LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 767 ' TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikenaltkan pada perwujudan masyarakat
yang beriman, bertaqwa serta memiliki kualitas semdaya manusia yang
dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkaandirian daerah
dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturanyebEmggaraan
pendidikan yang dilaksanakan menurut norma-norarg ynengacu pada
Sistem Pendidikan Nasional dan berpedoman padadPnoBembangunan
Nasional (PROPENAS);

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dichakeuf a dan b di atas,
dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tenf@gyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1&fang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan asnbNegara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undatang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Td®99 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Noi3@0)3

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Betukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia TahupO 2Qomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@itd ¥

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang rBnogPembangunan
Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Repubtibnesia Tahun
2004 Nomor 206);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang ¥ay#Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahamidaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telalbathi dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Rdpuhlionesia
Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rlepublonesia
Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KormRemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republilohasia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafidomor 4250);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisterdiéi&an Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nor8p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N@l80t);

7. Undang-Undang .........
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&ntaDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 d&di5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gabeana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 200%&rignPenetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nd@ndiahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Ta004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lemiédegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan LembarajarideRepublik
Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerigdrarKeuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahbélten Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahamidaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentmgdidikan Pra-
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@0 INomor 35,
Tambahan Lembaran Nagera Republik Indonesia No#diht)3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tgnRendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Mdsee Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) gabeana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 talR@8 ILembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tgrRamdidikan Menengah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Mo&7p tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) gabeana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tal®®8 {Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tgrRandidikan Luar Biasa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nddo Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tgnfendidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahe@l INomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodfsit)3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tgrifanaga Kependidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nos8p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) gabeana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tal®® 2ZLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tgriRanan serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubtbnesia Tahun
1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repubtiknesia Nomor
3485);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tegn&andar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia ma@&@05 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@s )

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tgrRengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0b Rdmor 150);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tgrRaaoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaemar®l Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembargafd Republik
Indonesia Nomor 4585);

19.Peraturan...........
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tgramdoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan [jaenabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahamidaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tgnRembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaBrakinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaen / Kota (Lembaran Hedrepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaragandeRepublik
Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentangb&gkan Peraturan
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabufatang Tahun 2005
Nomor 705);

22.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang PduMagnlLembaga
Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daeralugésdn Serang
Tahun 2005 Nomor 717);

23.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang PdukMagnOrganisasi
Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah pdtdu Serang
Tahun 2005 Nomor 721);

24.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Keterenyelenggaraan
Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupateerang (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 722) ;

25.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pp&kék Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerbhpkten Serang
Tahun 2006 Nomor 736);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

Menetapkan o o\DIDIKAN DI KABUPATEN SERANG

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresagriBtahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangk@taD sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupatang.

5. Bupati adalah Bupati Serang.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingd@RD Kabupaten Serang adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pamygéra Pemerintahan Daerah.

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

8. Kepala Dinas .......
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Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kaleump&erang.

Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berkasaPancasila dan UUD Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-aggma, kebudayaan nasional Indonesia
dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan kaerp@endidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikaomeals

Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelgl@y mencakup seluruh kegiatan
pendidikan formal dan pendidikan non formal;

Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yangrtastsir dan berjenjang yang terdiri dari
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikaygi;

Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan dilpandidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang;

Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan kelaatgn lingkungan;

Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah sgb@tarpengaturan mengenai
pengelolaan satuan Pendidikan Formal dan PendidikanFormal;

Dewan Pendidikan Kabupaten Serang adalah Badanrngangdahi peran serta dan aspirasi
masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemaerataglevansi dan efisiensi
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Serang;

.Komite Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan non formal laddabadan mandiri yang

beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komarsekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan;

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengator@mgenai tujuan, isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedopemyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikanrterie

Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjatrdjsingkat KTSP adalah kurikulum
operasional yang disusun oleh dan dilaksanakarading-masing satuan pendidikan
Standar Kompetensi adalah tolak ukur kemampuammainyang dapat dicapai peserta didik
dan warga belajar melalui proses pendidikan daktonas pendidikan tertentu.

Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedndsikatu lembaga pendidikan melalui
pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yandguakian oleh lembaga independen yang
terdiri dari unsur akademis, pemerintah dan makgaratas dasar kriteria yang terbuka dan
diketahui oleh lembaga yang diakreditasi, diumumgkanara berkala dan terbuka kepada
masyarakat.

Akreditasi Sekolah adalah suatu kegiatan penil&@layakan dan kinerja suatu sekolah
berdasarkan kriteria atau standar yang telah gitatadan dilakukan oleh Badan Akreditasi
Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk peamgakategori kelayakan.

Kinerja Sekolah adalah keterpaduan kinerja semugavsekolah yang tidak terlepas dari
pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam upaya patémgmutu pendidikan;

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompeteokh penyelenggara pendidikan dan
lembaga pelatihan kepada peserta didik dan wargyarekat sebagai pengakuan terhadap
kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu,laetéulus ujian kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang tetdiése atau lembaga sertifikasi.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang erus@ngembangkan dirinya melalui
proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenisligén tertentu.

. Tenaga kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Dakra Anggota masyarakat yang

mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yankudldikasi sebagai guru, konselor,
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,ilfi@dor dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalawatemggarakan pendidikan.

Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan pemumalaksanaan penyelenggaraan
pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana daargna yang tersedia atau diadakan
dan/atau didaya gunakan oleh keluarga, masyarpkaerta didik dan Pemerintah Daerah
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalélmagpendidikan yang menyediakan
program pendidikan anak usia dini yang berusianfpsa 6 tahun.
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30. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TKaddaatuan Pendidikan formal yang
menyediakan program pendidikan dini bagi anak hergskurang-kurangnya 4 (empat)
tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekunaragignya 6 (enam) tahun.

31. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA lata satuan pendidikan yang
menyediakan program pendidikan dini agama Islam dna@k berusia sekurang-kurangnya 4
(empat) sampai usia masuk pendidikan dasar sekduaaggnya 6 (enam) tahun.

32. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan gmsetenggarakan oleh Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat dengan jenjang pendidiksar dan Menengah secara
terencana dan terpadu untuk mencapai tujuan péswadidiasional.

33.Program Paket A setara SD adalah program pendidgada jalur non formal yang
diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kuysung memberikan pendidikan yang
setara SD;

34.Program Paket B setara SMP adalah program pendidieala jalur non formal yang
diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kuysing memberikan pendidikan yang
setara SMP.

35. Program Paket C setara SMA adalah program pendidgada jalur non formal yang
diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kuysung memberikan pendidikan yang
setara SMA.

36. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yardiriétas sekumpulan warga masyarakat
yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikaypal tertentu bagi warga belajar.

37. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidigag menyelenggarakan pendidikan
pada jalur formal, non formal dan informal padaagejenjang dan jenis pendidikan.

38. Satuan Pendidikan Asing adalah Satuan pelaksandidiean yang didirikan dan/atau
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yangdagrpinegara lain.

39.Baku Mutu Pendidikan adalah seperangkat alat ukmerja sistemik pendidikan yang
mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, magdaadampak pendidikan.

BAB I
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Dasar
Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasita Wadang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan
Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan danbemuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasiaidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjaglisreyang beriman dan bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beyilcakap, kreatif, mandiri dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggundpjawa

BAB I
PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis detedmblan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nileagkmaan, nilai kultural dan
kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatumnsystemik dengan sistem terbuka dan
multi makna.

(3)Pendidikan...............
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(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proseBug@yaan dan pemberdayaan peserta
didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteadamembangun kemauan dan
mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam grpsmbelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkaaydutembaca, menulis dan
menghitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakamaskomponen masyarakat melalui
peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendaltanayanan pendidikan.

BAB IV
BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Pertama
Kelembagaan
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas jenis pléadi formal, Non formal dan informal.
(2) Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan formal terdnii:da

a. Pendidikan Usia Dini meliputi Taman Kanak-kanak (TRaman Kanak-kanak Luar
Biasa (TKLB) dan Radhlatul Athfal (RA) ;

b. Pendidikan dasar, meliputi Sekolah Dasar (SD), Bék®asar Luar Biasa (SDLB),
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah, Sekolsfenengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) darrddatt Tsanawiyah (MTs) ;

c. Pendidikan menengah, meliputi Sekolah Menengah A$AA), Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Magah Aliyah Kejuruan (MAK)
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

(3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal mglipwogram paket A setara SD,
Program Paket B setara SMP, Program Paket C s&téda dan Kursus.

(4) Bentuk Pendidikan Informal mencakup jenis kegiaganara mandiri yang dilakukan oleh
keluarga dan lingkungan masyarakat dengan standadigikan yang sama dengan
pendidikan formal dan non formal.

Bagian Kedua
Pendirian Sekolah
Pasal 6

(1) Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baratdanpengembangan program studi
baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah danhMgteayarakat.

(2) Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan m&syamtuk memperoleh pendidikan dan
Rencana Pengembangan Pendidikan di daerah.

(3) Persyaratan dan tata cara pendirian, penamaan akekgenggabungan sekolah,
penambahan/perubahan program keahlian pada SMK/MAK penetapan sekolah lebih
lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan dan Manajemen Pendidikan Formal
Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksadh ddhsal 5 merupakan tanggung
jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(2) Sejalan dengan kebijakan nasional dalam prinsigglenggaraan pendidikan, diprioritaskan
pada pemecahan masalah yang dihadapi meliputingieatan mutu, pemerataan, relevansi,
efektivitas, efisiensi, manajemen pendidikan daaga pendidik.

Pasal 8.............
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Pasal 8

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tepagdi@égan, kurikulum, buku pelajaran,
sarana pendidikan, tanah dan gedung atau bangem&n pemeliharaannya, adalah tanggung
jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 9
(1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan didasaakian\panajemen Berbasis Sekolah.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus maéngsda upaya peningkatan
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu lmelpembentukan Komite
Sekolah/Madrasah pada semua jenjaeigdidikan.

(3) Pembinaan terhadap peserta didik dengan kemampaahitsa, perlu diupayakan melalui
program pendidikan khusus pada jenjang pendidiksarddan menengah.

(4) Pembinaan terhadap peserta didik yang mengalamilitees dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, aiensosial dan perilaku perlu
diupayakan melalui pendidikan khusus.

(5) Pembinaan pelayanan terhadap peserta didik ditdéemaencil, yang mengalami bencana
alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segioskbdiupayakan melalui pendidikan
layanan khusus.

(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (lpisdemman ayat (5) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan
Pasal 10

(1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakemngm pembelajaran menurut jenis,
jenjang dan tujuan institusional masing-masing dendgetap mengacu pada tujuan
pendidikan nasional.

(2) Pengelolaan program dan upaya penyediaan sumbea, daysarana dan sarana
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat @Rukdn oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah/Madrasah.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (Bydaf2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati. X

Bagian Kelima
Kurikulum
Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan plkadidlidasarkan atas Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun olelkot#h dan komite sekolah, atau
madrasah dan komite madrasah yang dikembangkaraisdengan satuan pendidikan,
potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budagayarakat setempat, dan peserta didik
serta berpedoman pada panduan yang disusun oleim Baandar Nasional Pendidikan.

(3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendikan merupakan staydag wajib diselenggarakan dalam
rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.

(4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan karsipgteserta didik dengan
berpedoman pada standar nasional pendidikan yatah tditetapkan melalui Tim
Pengembang Kurikulum Kabupaten.

(5) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud [@ada (4) dalam kegiatannya
dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

(6) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) sampai dengan®yadi(ur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 12............



Pasal 12
(1) Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memkamponen mata pelajaran wajib,
muatan lokal dan pengembangan diri.

(2) Komponen mata pelajaran jenjang SD/MI/SDLB melip@endidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika,|IFF8},Seni Budaya, Keterampilan dan
Penjaskes.

(3) Komponen mata pelajaran jenjang SMP/Mts/SMPLB nuglip Pendidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 8dhggris, Matematika, IPA, IPS,
Seni Budaya, Penjaskes, Keterampilan/Teknologirindsi dan Komunikasi

(4) Komponen mata pelajaran jenjang SMA/MA/SMALB metipuPendidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 8#hggris, Matematika, Fisika, Kimia,
Biologi, Geografi, Sejarah, Ekonomi, Sosiologi, BSenBudaya, Penjaskes,
Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi

(5) Komponen mata pelajaran jenjang SMK/MAK meliputendidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Ingtgiematika, Fisika, Kimia, Biologi,
IPS, Seni Budaya, Penjaskes dan Kejuruan.

Pasal 13

(1) Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk genbangkan kompetensi yang
disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerailmaselk keunggulan daerah, yang
materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam matajaran yang ada.

(2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (@ljritetari muatan lokal wajib dan
pilihan.

(3) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada &adalah Bahasa dan Budaya Serang,
sedangkan muatan lokal pilihan sepenuhnya mengwekangan satuan pendidikan.

Pasal 14

(1) Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikdnadimata pelajaran, sebagai bagian
integral dari kurikulum sekolah/madrasah.

(2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksu@ padt (1) merupakan upaya
pembentukan watak dan kepribadian serta pengemibdmgjeat, minat dan keunikan diri
peserta didik yang dilakukan melalui bimbingan Eelng, Ekstrakurikuler dan
Pembiasaan.

Pasal 15
(1) Satuan pendidikan harus berpedoman dan mengacu kadader pendidikan yang
ditetapkan secara nasional.
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diathrdmnjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 16
(1) Bahasa pengantar dalam pendidikan adalah Bahagadsid dan Bahasa Daerah Serang.

(2) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkgjabalingkungan, kebutuhan
pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dawoldgkrdalam bidang informasi,
komunikasi, industri dan pariwisata, sekolah pagt@p jenis dan jenjang pendidikan dapat
mewajibkan penggunaan bahasa asing.

Pasal 17
(1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Bupati naphen kebijakan penerimaan siswa
baru.

(2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada(Byaberpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikagadekondisi lingkungan serta
kebutuhan daerah.

(3) Sosialisasi kebijakan penerimaan siswa baru sebagai dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan siswa lmara@tur selanjutnya dengan Peraturan
Bupati.

(4)Penerimaan..........
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(4) Penerimaan Siswa Baru (PSB) kelas | SMP/MTs, SMA&, MAK dan SMK maupun
pindahan dari luar daerah, dilakukan melalui seliefkgsus.

(5) Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada satuan pendidilssasuaikan dengan ketersediaan
sarana/prasarana yang ada.

Bagian Keenam
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Pasal 18

(1) Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang teddit unsur-unsur masyarakat peduli
pendidikan yaitu Tokoh masyarakat, Tokoh Pendidikakoh Agama, Pemuda, Pengusaha,
Organisasi Profesi, LSM Kependidikan dan Unsur Bist

(2) Dewan Pendidikan dibentuk dan berperan dalam pkatag mutu pelayanan pendidikan
dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukuegaga, sarana dan prasarana serta
pengawasan pendidikan pada tingkat Kabupaten.

(3) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pendidikantuktan dan dipilih oleh para
anggotanya secara terbuka dan demokratis, kemuisgahkan oleh Bupati melalui surat
keputusan, selanjutnya diatur dan ditentukan barlas AD/ART Dewan Pendidikan.

(4) Masa Bhakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditentdkéaom AD/ART Dewan Pendidikan.

(5) Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari Ketugkr&aris, Bendahara, Ketua Komisi
dan anggota berjumlah maksimal 17 (tujuh belag)gdan jumlahnya gasal.

Pasal 19

(1) Komite Sekolah/ Madrasah adalah lembaga manditerduk dan berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pfetigan, arahan dan dukungan
tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasadik@mngiada tingkat satuan pendidikan
yang beranggotakan orang tua/wali peserta diddmunitas sekolah, serta tokoh masyarakat
yang peduli pendidikan.

(2) Keanggotaan Komite Sekolah / Madrasah ditetapkah df{epala Satuan Pendidikan
berdasarkan hasil musyawarah Komite Sekolah / Matita

(3) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah/ Madrasalala®a(tiga) tahun.

(4) Kepengurusan Komite Sekolah/ Madrasah terdiri d&tua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Bendahara dan anggota berjumlah minimal 9 (sembileang dan jumlahnya gasal.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban
Pasal 20

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bertanggungjaai@s terselenggaranya pendidikan di
daerah.

(2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat Kecamatan bertanggawab atas pelaksanaan teknis
operasional penyelenggaraan pendidikan di Kecamsgpanjang menyangkut pendidikan
TK, TKLB, RA, SD, Madrasah Diniyah, SDLB, MI danlpksanaan pendidikan non formal.

(3) Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah bertanggungjaatad® pengelolaan pendidikan,
administrasi sekolah, pembinaan guru (tenaga p#ndi&hnya) dan penggunaan serta
pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah/rahdrasg bersangkutan.

(4) Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimianaksud pada ayat (2), pejabat
tersebut melakukan koordinasi dengan Camat setempat

(5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayatd4R) ayat (4) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Kedelapan ......
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Bagian Kedelapan
Tenaga Kependidikan
Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenegenklidikan bagi sekolah/madrasah
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

(2) Badan/Yayasan/Perkumpulan penyelenggara pendidikeiewajiban menyediakan tenaga
kependidikarbagi sekolah/madrasah yang di selenggarakannya.

(3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada(Byaiada jalur pendidikan formal
terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuanigiéaoh, pengawas sekolah, pustakawan dan
laboran.

(4) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayatai2)ayat (3) terdiri dari Guru,
pembimbing dan pelatih peserta didik.

(5) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghasilan daerb di luar gaji dan tunjangan
fungsional berupa insentif kepada tenaga pendidik.

(6) Pemerintah Daerah atau Yayasan penyelenggara perdichengupayakan penghasilan
kepada para tenaga pendidik yang tidak berstatgaviRe Negeri Sipil minimal sesuai
dengan Upah Minimum Kabupaten dengan rasio juméatekban mengajar.

(7) Pengaturan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksladayat (1) sampai dengan ayat
(6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik, calon naendidik yang bersangkutan harus
memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar darukanemenuhi persyaratan yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Untuk diangkat sebagai Guru bidang pendidikan agaelain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus menggauta sesuai dengan agama yang
diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan

(3) Bagi Guru yang telah berpengalaman dan memenuBya@tan, dapat diangkat sebagai
Kepala Sekolah.

(4) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikanbgastatus Pegawai Negeri Sipil
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleterdfgah Daerah dilakukan dengan
Keputusan Bupati.

(5) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikantigak berstatus Pegawai Negeri
Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakimim onasyarakat dilakukan oleh
penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

(6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teregddik kepada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mekajasi@n menetapkan tenaga pendidik
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesembilan
Peserta Didik
Pasal 23
(1) Peserta didik terdiri dari warga negara Indonearawlarga negara asing.

(2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan meampakibjek dalam proses pendidikan
yang berhak :
a. Mendapat pendidikan agama yang sesuai dengan agmmgadianutnya dan diajarkan
oleh pendidik yang seagama,;
b. Memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesumgath keyakinannya;
c. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakett dan kemampuannya,
d.Mendapat ...............
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d. Mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan patasecara layak;

e. Mendapat pelayanan dan perlakuan secara adil dansmavi serta perlindungan dari
setiap gangguan dan ancaman;

f. Mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yamegnpunyai kelainan fisik,
emosional, sosial dan mental serta yang mempurg@ridasan dan kemampuan yang
istimewa;

g. Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan/atandapatkan bantuan biaya
pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak noamgmbiayai pendidikan;

h. Pindah program pendidikan pada jalur dan satuadigié&an yang setara;

i. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;

J.  Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengarpkésme belajar masing-masing dan
tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yatejagikan;

k. Mengajukan saran dan berperan serta dalam usahagkatan mutu pengelolaan
pendidikan.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin biaydigikan bagi peserta didik dalam
usia wajib belajar.

Bagian Kesepuluh
Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan
Paragraf 1
Sumber Daya Pendidikan
Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasasamana, alat dan media belajar
serta buku pelajaran bagi sekolah/madrasah yaetedggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaranaigadiakan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk bantaagsung melalui Komite
Sekolah/Madrasabh.

(3) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan ajar sejemg y#erlakukan pada suatu jenis dan
jenjang pendidikan disusun dan diperbaharui berlas&urikulum yang berlaku.

(4) Buku pelajaran dan/atau bahan ajar sebagaimansliimhgpada ayat (3) dapat diterbitkan
dan/atau diproduksi oleh Pemerintah Daerah, Swdatdatau Pihak Ketiga yang peduli
terhadap pendidikan.

(5) Bentuk pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dajam(l1), (2), (3) dan (4) diatas
dilakukan secara transparan dan bertanggung javaabsdcara rinci diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

(6) Pengadaan dan/atau pemanfaatan buku pelajaran mE@htau sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kbbatsatuan pendidikan dan daya beli
masyarakat serta tidak membebani orang tua siswa.

Paragraf 2
Pendanaan Pendidikan

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah atau Yayasan/Badan/Perkumpulagelpaggara satuan pendidikan
bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaang diperlukan bagi
penyelenggara pendidikan.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengakacaanggaran pendidikan minimal
20% (dua puluh persen) dari APBD di luar gaji peilddan pendidikan kedinasan.

(3) Pengalokasian anggaran pendidikan yang berasal Remerintah Daerah ditetapkan
berdasarkan asas keadilan, keterbukaan dan prpgpglembangan jalur, jenjang dan jenis
pendidikan yang bersangkutan.

(4) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang @ipedaki sektor pendidikan dan/atau
berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembdalikumembangun sektor pendidikan.

(5)Komponen............
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(5) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang bbertmgan dengan kesejahteraan tenaga
kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan, banbagi siswa tidak mampu, sarana
prasarana, proses belajar mengajar, kepengawasamir@an, monitoring, evaluasi yang
mengacu pada upaya peningkatan mutu pendidikarenaésan dan relevansi.

(6) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan bagi paambisatuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan sebaliknyamipele masyarakat yang peduli
pendidikan dan insan pendidikan dapat membantasgiendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan banthah, heasiswa dan bantuan lainnya
yang tidak mengikat dengan melibatkan Komite SékMadrasah/Pendidikan non formal
dan/atau Dewan Pendidikan.

(7) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk argmipenyelenggaraan pendidikan
secara tetap ditentukan berdasarkan musyawaraht&&wekolah/Madrasah/Pendidikan non
formal dan/atau para orang tua peserta didik.

(8) Pengelolaan pembiayaan dalam penggunaannya ydogrgrdalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah/Anggaran Pendapatan dan Belanmasah dipertanggung jawabkan
secara transparan kepada masyarakat dan kepada fefzui Kepala Dinas.

(9) Satuan biaya pendidikan dihitung berdasarkan bsataan persiswa pertahun atau biaya
satuan pendidikan pertahun sesuai dengan kebutuhan.

(10) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Angg&amdapatan dan Belanja Sekolah
dengan melibatkan seluruh komponen yang ada dilaeldan pihak masyarakat, Komite
Sekolah/Madrasah/Pendidikan non formal serta onamgecara demokratis.

(11) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara tramspanaakuntabel.

(12) Satuan Pendidikan dapat menerima sumbangan dag dwa, masyarakat dan dunia usaha
melalui Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan non &raalam rangka peningkatan mutu
dan pemerataan pendidikan.

(13) Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggara pendidiatag mengelola sekolah unggulan
wajib menerima siswa berprestasi dari kalanganndgin@ampu dengan keringanan atau
dibebaskan dari kewajiban iuran melalui subsi@dirgldengan siswa yang mampu.

(14) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pad@}ygampai dengan ayat (13) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersartsaa pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung javesityediakan anggaran pendidikan
secara gratis minimal pada jenjang pendidikan dasar

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pkadidebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), (2) diatur lebih lanjut dengan PeratuBapati.

Bagian Kesebelas
Evaluasi dan Penilaian

Pasal 27

(1) Evaluasi dan penilaian merupakan langkah pengemdatiutu pendidikan sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepadegpihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mieliput
a. Kinerja Sekolah (termasuk Kepala Sekolah, Guru ru@an Partisipasi Masyarakat) ;
b. Akreditasi ; dan
c. Sertifikasi

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada(Byatan ayat (2) diwajibkan
mengikutsertakan komite sekolah.

(4) Tata cara, mekanisme, jadwal dan prosedur pelalisagaaluasi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 28 .........
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Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah secara berkala dan berkelanjgtakukan evaluasi terhadap kegiatan
dan kemajuan pelaksanaan kurikulum tingkat satwadidikan serta sarana dan prasarana
pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembakemstaan dengan menggunakan
instrumen yang baku serta dimungkinkan melibatkesraga ahli bidang pendidikan, Dewan
Pendidikan dan Organisasi Profesi Pendidik.

(2) Pendidik melakukan evaluasi hasil belajar pesadik d
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayali(ihumkan secara terbuka.

Bagian Keduabelas
Pengendalian Mutu Pendidikan

Pasal 29

(1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan pangendalian standar mutu
pendidikan yang didasarkan pada penyelenggaraameiagelolaan pendidikan termasuk
input, proses, dan output.

(2) Pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikedsanakan oleh satuan pendidikan
dan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan

(3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambdakan terhadap penyimpangan
dan/atau pelanggaran pengelolaan pendidikan danghibatkan Dewan Pendidikan.

(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) da(aykatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Akreditasi

Pasal 30

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakangpaon dan satuan pendidikan formal
dan non formal pada setiap jenjang dan jenis péid

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikéakukan oleh pemerintah dan/atau
lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk albilitdas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang liatserbuka.

BAB V
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 31

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formalpfoomal dan informasi yang dapat saling
melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)edgggmarakan dengan sistem terbuka
melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 32
Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikasatt dan pendidikan menengah
Pasal 33

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejyraleademik, profesi, vokasi, keagamaan
dan khusus.

Pasal 34

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujmdkalam bentuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daarafatau masyarakat.

Bagian Kedua..........
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Bagian Kedua
Pendidikan Dasar
Pasal 35

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yargjandasi jenjang pendidikan
menengabh.

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) daiirddah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk
lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Per{&wi#) dan Madrasah Tsanawiyah
(MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah
Pasal 36

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidi&aard

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan merrengaum dan pendidikan menengah
kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah (8td8), Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliauruan (MAK) atau bentuk
lain yang sederajat.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama
Program dan Satuan Pendidikan
Pasal 37

(1) Program pendidikan non formal di daerah meliputididikan masyarakat, pendidikan anak
usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan cdgardan pendidikan seni budaya .

(2) Pendidikan masyarakat meliputi pendidikan, keaksargpendidikan kesetaraan, Kursus-
kursus, Kelompok belajar usaha, pendidikan kecak@pterampilan dan pemberdayaan
perempuan.

(3) Pendidikan anak usia dini meliputi Kelompok Bermairempat Penitipan Anak, TK,
Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita.

(4) Pendidikan kepemudaan meliputi Kelompok Usaha PanRmduktif, Sarjana Penggerak
Pembangunan Pedesaan, Purna Paskibraka Indonesmukd, Palang Merah Remaja,
Kelompok limiah Remaja dan organisasi Kepemudaanya.

(5) Pendidikan olah raga meliputi kegiatan permasalabkihraga, pembibitan olahraga,
peningkatan prestasi dan penyediaan sarana dargmaslahraga.

(6) Pendidikan seni dan budaya meliputi kegiatan peadnin pelatihan, pengembangan dan
pemeliharaan aset budaya daerah.

(7) Pendidikan ekstra kurikuler meliputi kegiatan pgang non-akademis bagi peserta didik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 38

(1) Pembinaan Pendidikan non formal dapat dilakukaralmgbemberian bimbingan, pelatihan,
dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakgtngamerlukan layanan pendidikan
yang berfungsi sebagai pengganti dan/atau pelenggapdidikan formal untuk
meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.

(2)Pendidikan.............
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(2) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh melfatah  Daerah,
Badan/Yayasan/Perkumpulan atau Masyarakat baikeskebompok maupun perorangan.

(3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang disgkmaggan oleh Pemerintah Daerah
dilaksanakan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

(4) Pendidikan non formal yang diselenggarakan olehatwgdyasan/perkumpulan kelompok
dan perorangan dapat berbentuk Kursus-kursus, KelkrBelajar, Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat, Pendidikan anak usia dini, Pendidikepeknudaan, Pendidikan keolahragaan
dan Pendidikan sejenis lainnya.

Pasal 39

Penyelenggaraan Kursus yang diselenggarakan oledyanakat dan/atau penyelenggaraan
program pendidikan masyarakat, pendidikan olahrpgadidikan kepemudaan, dan pendidikan
seni budaya harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 40

(1) Setiap penyelenggaraan kursus dan program sebagaidimaksud dalam pasal 37 harus
mendapat izin.

(2) Persyaratan dan tata cara memperoleh perijinanrdéiih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimamaksud dalam pasal 37 pelaksanaannya
diprioritaskan pada program yang berorientasi gaefadidikan keterampilan, pendidikan mata
pencaharian, kejuruan dan kewirausahaan agar mixagreluang kerja dan mendatangkan
penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.

Pasal 42

Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pamdiabn formal diberikan peluang yang
luas dan perwujudannya dapat dilakukan peningkdtan perluasan peran dan fungsi komite
pendidikan non formal.

Bagian Ketiga
Kurikulum
Pasal 43

(1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan pedomasgi&tan bimbingan dan /atau
pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemamjagentu baik tertulis maupun tidak
tertulis.

(2) Kurikulum pendidikan non formal dan silabusnya wipkan oleh dinas yang
bertanggungjawab di bidang pendidikan non formatidsarkan kerangka dasar kurikulum
sesuai dengan peraturan pemerintah dan standarckensplulusan

(3) Pemerintah dapat menyusun dan mengembangkan kurmkwylang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan pasar kerjkatmtuhan pembangunan daerah.

(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teddri kurikulum nasional dan
kurikulum lokal.

(5) Pengembangan dan penyusunan kurikulum lokal ham®ribntasi pada kebutuhan
masyarakat sesuai tuntutan pasar kerja dan kebupdmbangunan daerah.

(6) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pebgagan dan penyusunan kurikulum
lokal.

(7) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), @)atayat (3) dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat.......
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Bagian Keempat
Tenaga Kependidikan
Pasal 44

(1) Tenaga kependidikan pada pendidikan non formalirieaths pendidik, pengelola satuan
kependidikan, Pemilik pendidikan non formal, Tendggangan Pendidikan Masyarakat,
Peneliti dan Pengembang dibidang pendidikan, Pastak, Laboran, Teknisi, sumber
belajar (Nara Sumber) dan Penguiji.

(2) Tenaga pendidik pada pendidikan non formal terdari Tutor, Nara sumber teknis,
Instruktur dan istilah lainnya yang relevan.

(3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pad#13yddn ayat (2) merupakan Pegawai
Negeri Sipil maupun unsur masyarakat.

(4) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudayatigl) dan ayat (2) sesuai dengan
fungsinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupa

Pasal 45

(1) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non foyauad) diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatuihllanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non foyaad diselenggarakan oleh masyarakat
dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yengangkutan dengan memperhatikan
persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Pembinaan karir tenaga kependidikan pada pendidikanformal yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peratueaimgang-undangan yang berlaku.

(2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan pada pétafidnon formal merupakan tanggung
jawab pimpinan pengelola satuan pendidikan yangangikutan.

Bagian Kelima
Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan Non Formal

Pasal 47

(1) Pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sumberpdagiadikan dilaksanakan secara
optimal dalam penyelenggaraan pendidikan non farmal

(2) Pendanaan pendidikan non formal bersumber dari femade Pusat, Pemerintah Daerah,
Warga Belajar dan masyarakat penyelenggara peiadidi@n formal.

(3) Pengelolaan sumber daya pendidikan memperhatikenpedidikan non formal yaitu dari,
untuk, oleh dan di dalam masyarakat.

(4) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang bbertmgan dengan kesejahteraan tenaga
kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, pros&gabeproses pengembangan model,
bahan ajar, sarana dan prasarana pendidikan, paambikegiatan belajar dan/atau
pengelolaan/penyelenggaraan evaluasi baik prosegundasilnya.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud patdlaydiatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi
Pasal 48

Evaluasi setiap program pendidikan non formal dikan baik pada proses penyelenggaraan
program maupun pada hasil akhir kegiatan belajargaar.

BAB VII..........
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BAB VII
WAJIB BELAJAR

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya progvajb belajar mulai dari SD/MI
sampai dengan SMP/MTs tanpa dipungut biaya.

(2) Program wajib belajar dilaksanakan secara meratabéskeadilan kepada seluruh Warga
Negara Indonesia tanpa diskriminatif.

(3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakamua lembaga pendidikan baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun kéksta

(4) Dalam pelaksanaan program wajib belajar lebih thogdkan pada pelaksanaan Program
Paket A dan Paket B pada pendidikan non formah P terbuka pada pendidikan formal.

(5) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud gyedg1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B AB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDID IKAN

Pasal 50

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemdidneliputi peran serta
perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profepengusaha dan organisasi
kemayarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalia pendidikan.

(2) Peran serta masyarakat berfungsi untuk memeliraemumbuhkan, meningkatkan dan
mengembangkan pendidikan di daerah.

(3) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan perama seasyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan.

(4) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau mengatig sama saling menguntungkan
antara organisasi, dunia usaha, lembaga dan mkayaengan satuan pendidikan.

BAB IX
KERJASAMA PENDIDIKAN
Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengdam menjalin kerjasama saling
menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk kemgslengan Perguruan Tinggi yang
beroperasi di daerah sesuai dengan peraturan @ergHwchdangan yang berlaku.

(2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjderjasama bidang pendidikan
dengan pihak-pihak lain di luar daerah maupun pi#sikg yang meliputi kerjasama dalam
pengembangan manajemen pendidikan, pengembangdreisai@mya manusia pendidikan,
sarana dan prasarana pendidikan.

BAB X
SATUAN PENDIDIKAN ASING
Pasal 52

(1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalamkeakgrjia sama Internasional dan/atau
yang didirikan oleh Badan penyelenggara pendidikamng berpusat di negara lain dapat
dilakukan di daerah.

(2) Pendirian satuan pendidikan asing dilakukan dalantuk kerjasama dengan lembaga
pendidikan setempat sesuai dengan jalur dan jegendidikan.

(3) Lembaga Pendidikan Asing wajib memberikan pendidikgama dan kewarganegaraan bagi
peserta didik warga Negara Indonesia.

(4) Syarat dan tata cara teknis pendirian dan penygtegagn satuan pendidikan asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebjhtldengan Peraturan Bupati.

(5) Kerjasama ...........
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(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan dari DPRD.

(6) Badan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimgbada ayat (1) dikenakan Pajak
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undaaggrgrlaku.

BAB XiI
PENGAWASAN
Bagian Pertama

Umum

Pasal 53

Pengawasan pendidikan dilaksanakan untuk mendukemgujudnya penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisientasbersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, sehingga dapat terwujud pendidikan yaegnutu, bermoral, merata dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua
Lingkup Pengawasan
Pasal 54

Lingkup pengawasan pendidikan meliputi kegiatanyplmggaraan dan pengelolaan pendidikan
informal, pendidikan formal, pendidikan non formpémbinaan pemuda, pembinaan olahraga
baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerabpuma oleh masyarakat mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hasil sampai dengan kikegpatan.
Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 55

Setiap pimpinan unit, pimpinan sub unit, pimpinatuan pendidikan formal maupun pendidikan
non formal dilingkungan Dinas wajib melaksanakangasvasan melekat.

Pasal 56
Badan Pengawas Daerah melaksanakan tugas fungsdmeadap :

a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas baik dinglbupaten maupun Kecamatan dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Satuan Pendidikamal dan Non Formal.

b. Pelaksanaan administrasi ketenagaan, keuangaredangkapan dinas.

c. Pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur dan Buapaidang pendidikan.
Pasal 57

Dinas melaksanakan pengawasan teknis terhadap :

a. Pelaksanaan administrasi ketenagaan, keuangarengkapan TK, TKLB, RA, SD/MI,
SDLB, Madrasah Diniyah, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMLBJA/MAK dan satuan
pendidikan non formal.

b. Pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur dan Bugatang pendidikan di satuan
pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Peméribteerah maupun Masyarakat.

Pasal 58

(1) Pengawas sekolah melaksanakan pembinaan dan aerpada satuan pendidikan melalui
arahan, bimbingan, contoh dan saran terhadap pejatel dengan segala unsur
pendukungnya di satuan pendidikan formal baik ydisglenggarakan oleh Pemerintah
Daerah maupun Masyarakat.

(2) Pembinaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada(l3 meliputi pembinaan dan
penilaian terhadap kepala sekolah, guru dan tekeygandidikan lainnya.

Pasal 59.............
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Pasal 59

Penilik melaksanakan pembinaan dan penilaian teghgegembelajaran dengan segala unsur
pendukungnya di satuan pendidikan non formal.

Pasal 60

Dewan pendidikan mengawasi penyelenggaraan dan ejpdsman pendidikan meliputi
perencanaan, pelaksanaan, hasil pembelajaran dgrakgendidikan pada tingkat kabupaten

Pasal 61

Komite Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan non formal gagrasi pelaksanaan dan pengelolaan
pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pasilidikan dan dampak pendidikan pada
satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 62

Pengawasan masyarakat dilaksanakan oleh masyarakgpa pemberian informasi dan/atau
pengaduan, penyampaian pendapat dan saran perbaiaa penyempurnaan terhadap
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan kepaus derkait, Komite dan Dewan
Pendidikan.

BAB XiIi

PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 63

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada peggalen pendidikan, tenaga pendidik dan
kependidikan serta peserta didik atas prestasdddikasinya.

Pasal 64

Bupati berwenang mengambil tindakan administratiiddap penyelenggaraan pendidikan pada
semua jalur dan jenjang pendidikan yang melakuldanggaraan Peraturan Daerah ini sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIlI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturanr@lfadéni sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 66
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintapkagundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahupetang.

Disahkan ..............
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Disahkan di Serang
Pada tanggal 14 Desember 2007
BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang
Pada tanggal 28 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG
Cap/Ttd.

R.A. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR @7



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERANG

UMUM

Masyarakat semakin berkembang, ilmu pengetahuartakaologi semakin maju
dan masalah-masalah kehidupan makin kompleks datatuhan masyarakat akan
pendidikan makin meningkat. Pendidikan diyakiniag kunci keberhasilan kompetisi
masa depan. Pendidikan merupakan usaha agar malayma mengembangkan potensi
dirinya melalui proses pembelajaran dan atau caira yang dikenal dan diakui oleh
masyarakat. Pendidikan adalah sebuah pemberdayatansp rakyat melalui gerakan
transformasi nilai-nilai sehingga muncul sikap ikriterhadap seluruh fenomena yang
terjadi disekitarnya.

Pembangunan karakterCHaracter Building) secara formal menjadi tugas
lembaga-lembaga pendidikan, namun secara univa@afat ditentukan oleh iklim
masyarakat yang membangun individu tersebut. Jamipgyingan masyarakat harus
terbangun dalam sebuah sistem yang kondusif agap Sgersonal bisa beradaptasi dan
mengembangkan kreatifitas demi terbentuknya setatahan masyarakat madani.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 ufal2004 tentang
Pemerintahan Daerah, telah membawa implikasi pasaberian kewenangan kepada
daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, dimilkingewenangan bagi setiap
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan umgkmkan daerah dapat
mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhasitdasi daerah itu.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidoaesyarakat pada era reformasi
membawa dampak kepada terjadinya berbagai perubajeary terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan yang pada gilirannyaatdaprdampak pula munculnya
berbagai permasalahan. Permasalahan-permasaldaantiddang pendidikan yang hingga
saat ini masih dihadapi yang meliputi Pemeratasser@atan, kualitas dan relevansi.
Upaya untuk mencari pemecahan terhadap permasaiatsabut harus dilakukan antara
lain dengan penetapan Peraturan Daerah tentanglEeggaraan Pendidikan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian/ istilah yang dipeagan dalam Peraturan Daerah ini
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pendidikan dengan sistem terbuka adalah peraidi)eang diselenggarakan

dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesgiaogram lintas satuan dan
jalur pendidikan.

Peserta didik dapat belajar sambil bekerja aemgambil program-program
pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan pades jg¢an jalur pendidikan yang
berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melahibglajaran tatap muka atau
jarak jauh.

Pendidikan Multi makna adalah proses pendidikarg diselenggarakan dengan
berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, ptrkéenwatak dan
kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)...........



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Memberdayakan semua komponen masyarakat bergéindidikan

diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakandalasana kemitraan dan
kerjasama saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup Jelas
Pasal 7
Ayat (1) dan (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1) dan (2)
Cukup Jelas
Pasal 15
Ayat (1) dan (2)
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1) dan (2)
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup Jelas
Pasal 20..........



Pasal 20
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hurufa, b, c,d, e, f
Cukup jelas
Huruf g

Yang dimaksud dengan beasiswa bagi yang b¢agresdalah pemberian
beasiswa yang berkelanjutan bagi siswa yang meanplikstasi baik
dibidang akademis maupun non akademis melalui selé&kusus,
sehingga siswa tersebut menjadi kebanggaan Daexahkelak dapat
mengabdikan diri pada daerah.

Huruf h, i,j, dan k
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini diterapkan dalam ranglanberikan kepercayaan
kepada masyarakat melalui komite sekolah, sehiriggdbuh rasa memiliki
terhadap sekolah, mendorong berkembangnya kreatifitan inovasi dalam
mengelola sekolah dan mewujudkan diterapkannya jdéelni manajemen
pendidikan berbasis sekolah dan berbasis masyarakat

Ayat (3), (4), (5) dan (6)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)., (8), (10), (11), (12), (13) dan (14)
Cukup Jelas
Pasal 26
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup Jelas
Pasal 27
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat (1), (2), dan (3)
Cukup Jelas
Pasal 29
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup Jelas
Pasal 31 ........



Pasal 31
Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33

Penndidikan Umum merupakan pendidikan dasar dan emgahm yang
mengutaOmakan perluasan pengetahuan yang diperal&hmpeserta didik untuk
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengaig ymempersiapkan
peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidartgrtu.

Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi gpmon sarjana dan
pascasarjana yang diarahkan terutama pada pengudisgadin ilmu pengetahuan
tertentu.

Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggilabtgprogram sarjana yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjadengan persyaratan
keahlian khusus.

Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yangmpersiapkan peserta
didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahliandatti maksimal setara dengan
program sarjana.

Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan dasarengeh dan tinggi yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalamgeranan yang menurut
penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama danéat@adi ahli ilmu agama.
Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pkadidintuk peserta didik
yang berkelainan atau peserta didik yang memilétcekdasan luar biasa yang
diselenggarakan secara inklusif atau berupa sateladidikan khusus pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah

Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalagram seperti Paket A dan
yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program s€aduet B.

Pasal 36
Ayat (1)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adatajram seperti Paket C.

Pasal 37
Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)

Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1), (2) (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas
Pasal 41..............



Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)

Cukup Jelas
Pasal 44
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup Jelas
Pasal 45
Ayat (1), dan (2)
Cukup Jelas
Pasal 46
Ayat (1), dan (2)
Cukup Jelas
Pasal 47
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup Jelas
Pasal 50
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61



Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas



